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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN, 

ZAKAT, DAN ‘URF 

A. Tinjauan Umum Pertunangan 

1. Pengertian pertunangan 

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti 

bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di 

hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal 

ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri).
1
 

 Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafal khit}bah, 

dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-khit}a>b  

dan al-k}hat}ha>b. Kata al-khat}a>b  berarti ‚pembicaraan‛. Apabila dikatakan 

takha>t}haba  maksudnya ‚dua orang yang sedang berbincang-bincang‛. 

Jika dikatakan khat}a>bahu fi> amr artinya ‚ia memperbincangkan sesuatu 

persoalan pada seseorang‛.  Jika khit}bah (pembicaraan) ini berhubungan 

dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap 

adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.
2
 

Singkatnya, khit}bah (خطبة) berasal dari bahasa Arab yang berarti 

pertunangan, lamaran.
3
 Menurut istilah, khitbah adalah permintaan 
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seseorang laki-laki untuk menguasai seseorang perempuan tertentu dari 

keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.
4
 

Menurut kompilasi hukum Islam, pertunangan adalah kegiatan 

upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria 

dengan seorang perempuan.
5
 

Jadi, pertunangan adalah masa setelah melakukan pertunangan 

(permintaan) untuk merencanakan sebuah pernikahan yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dimana antara keduanya 

belum mempunyai hak dan kewajiban (belum terjadi akibat hukum) 

sampai akad nikah. 

2. Landasan hukum 

Khitbah dijelaskan dalam Alquran maupun hadis. Dalam Alquran 

dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 235. 

                           

                           

                                 

                    6   

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan 

itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 
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mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 

akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan jangan 

kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 

masa ‘idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa 

yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 

Menurut Ibnu Hajar ayat ini menjelaskan tentang 

membolehkannya seseorang meminang secara sindiran perempuan yang 

masih dalam masa idah ditinggal mati (masa berkabung) atau dalam 

masa idah ba’in. Dan mengharamkan bila meminang secara terang-

terangan.
7
 Namun mengharamkan meminang perempuan yang masih 

dalam masa idah raj’i  baik sindiran maupun terang-terangan. Dari ayat 

di atas juga memberikan peringatan untuk tidak mengadakan 

mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi atau memberi janji-

janji terhadap perempuan tersebut untuk melakuka akad nikah.
8
 

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, 

dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan atas keinginan yang 

benar dan kerelaan penglihatan antara kedua belah pihak. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga 

bisa mengerti apa yang harus dilakukannya.
9
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Dalam hadis disebutkan: 

َ اْ  م  ك  د  حَ اَ  بَ طَ ا خَ ذَ إ   مْ ل  سَ وَ  و  يْ لَ الله عَ  ل  وْ س  رَ  الَ قَ  الَ قَ  يْر اب  عَنْ جَ 
 رَ ظ  نْ ي َ  أَنْ  اعَ طَ تَ اسْ  ن  إ  فَ  ةَ أَ رْ ل

ا لََ  ئ  ب  تَ خْ اَ  ت  نْ ك  فَ  ةَ مَ ل   سَ ن  بَ  نْ م   ة  يَ ار  جَ  ت  بْ طَ خَ فَ  الَ قَ  لْ عَ فْ ي َ لْ ا ف َ هَ ح  اكَ ن   لَ إ   ه  وْ ع  دْ ا يَ  مَ لَ ا إ  هَ ن ْ م  
 اهَ ت   جْ و  زَ ت َ ا ف َ هَ ح  اكَ  ن  لَ  إ  ان  عَ ا دَ مَ  ضَ عْ ا ب َ هَ ن ْ م   ت  يْ اَ  رَ تّ  حَ  ب  رَ لكَ اْ  تَ تَْ 

Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda: ‚Jika 

seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia 

melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahinya, maka 

lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik 

untuk menikahinya maka nikahilah. 

  Dan hadis yang datang dari Mughirah bin Syu’bah yang berbunyi: 

 رْ ظ  نْ : ا  لْ  ، ق  : لَ الَ ا؟ قَ هَ ي ْ لَ ا   تَ رْ ظَ نَ الله صلى الله عليو وسلم: اَ  ل  وْ س  رَ  و  لَ  الَ قَ ف َ  ة  أَ رَ ا ن و  خَطَبَ ا مْ 
 لنسأ وابن ماج والترمذى()رواه ا .امَ ك  نَ ي ْ ب َ  مَ د  ؤْ ي    نْ اَ  و  ن  إ  ا فَ هَ ي ْ لَ ا  

Sesungguhnya Mughirah bin Syu’bah pernah meminang seorang 

perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya: Sudahkan engkau 

melihatnya? Ia menjawab: Belum. Sabda Rasul: Lihatlah dia lebih 

dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.
10

 

 Jadi dalam masa pertunanagan terdapat proses saling mengetahui 

keadaan pasangan, baik berupa fisik maupun sifat-sifatnya untuk 

dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Pasangan yang satu akan mengetahui 

pribadi yang lain, sehingga bisa mengerti apa yang harus dilakukan ketika 

terjadi permasalahan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam 

pasal 11, 12 dan 13 juga menjelaskan tentang khitbah. Pasal 11 

menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang 
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yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan 

atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Selajutnya 

pasal 12 menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis 

atau janda yang sudah habis masa idahnya. Perempuan  yang  ditalak  

suami  yang masih  berada  dalam masa  idah  raj’i,  haram  dan  dilarang 

untuk dipinang. Dilarang  juga meminang  seorang perempuan  yang  

sedang dipinang  pria  lain,  selama pertunangan  pria tersebut belum 

putus atau belaum ada penolakan dan pihak perempuan. Putusnya 

pertunangan untuk pria, karena adanya pernyataan  tentang putusnya 

hubungan pertunangan atau  secara  diam-diam  pria  yang  meminang  

telah  menjauhi  dan  meninggalkan  perempuan  yang dipinang. Pasal 13 

menjelaskan bahwa pertunangan  belum  menimbulkan  akibat  hukum  

dan  para  pihak  bebas  memutuskan  hubungan peminangan. Dalam masa 

pertunangan diberikan kebebasan  memutuskan  hubungan  peminangan  

dilakukan  dengan  tata  cara  yang  baik  sesuai dengan  tuntunan  agar  

dan  kebiasaan  setempat,  sehingga  tetap  terbina  kerukunan  dan  saling 

menghargai.
11

 

3. Syarat-syarat pertunangan 

Syarat-syarat perempuan yang akan dipinang sebagai berikut: 

a. Syarat mustah}sinah 

Yang dimaksud dengan syarat mustah}sinah ialah syarat yang 

berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang 
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perempuan agar meneliti lebih duhulu perempuan yang akan 

dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup 

berumah tangga kelak.  Syarat mustah}sinah ini bukanlah syarat yang 

wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa 

anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, 

peminangan tetap sah. 

Adapun yang termasuk syarat-syarat mustah}sinah ialah sebagai 

berikut: 

1) Perempuan yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki 

yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam 

masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat 

kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya 

keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri diduga 

perkawinan akan mencapai tujuannya.
 12

  

2) Perempuan yang akan dipinang hendaklah perempuan yang 

mempunyai sifat kasih sayang dan perempuan yang peranak, 

karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam 

kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka 

hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan 

kesakinahan kehidupan rumah tangga. 

3) Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang 

jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama 
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melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang 

sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu Umar bin 

Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki 

yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang 

lemah jasmani dan rohaninya.  

4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan 

sebagainya dari perempuan-perempuan yang dipinang. Sebaliknya 

yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang 

meminangnya.
13

 

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda 

muslim menghindari pilihan dari perempuan yang masih keluarga 

dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk perempuan yang haram 

dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk 

nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan 

bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena 

menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru. 

5) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, 

maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon 

pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut 

pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi 

adalah kualitas akhlak dan agama.
14
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6) Disunahkan agar istri yang diambil masih gadis. Karena gadis 

pada umumnya masih belum pernah mengikat cinta dengan laki-

laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa 

kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih 

menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya 

pada kekasih pertama.
15

 

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau 

tidak terserah pada kita sendiri, karena dalam hukum Islam, tidak 

dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan 

peluang bagi kita untuk melakukan pertunangan sesuai dengan 

adat istiadat yang ada pada kita.
16

 

b. Syarat la>zimah 

Yang dimaksud dengan syarat la>zimah ialah syarat yang wajib 

dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan 

tergantung kepada adanya syarat-syarat la>zimah. Adapun yang 

termasuk syarat-syarat la>zimah ialah: 
17

 

1) Perempuan yang dipinang tidak dipinang orang lain.  

Hikmah larangan ini adalah untuk menhindari terjadinya 

permusuhan diantara sesama muslim, karena muslim satu dengan 

muslim yang lainnya bersaudara.  

 

                                                           
15

 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya:Al-Ikhlas,1993), 4. 
16

 Rahmat Hakim, Hukum..., 47. 
17

 Kamal Muchtar, Asas-asas..., 30. 



25 
 

Sabda Rasulullah saw: 

. )رواه لَيََْط ب  الر   يْو  حَتّ  يَ ت ْر ك  الْْاَط ب  اوَْيأَْذَنَ لَو  الْْاَط ب  طْبَة  اَخ  ج ل  عَلَى خ 
 البخارى(

Janganlah seorang laki-laki meminang pertunangan 

saudaranya  hingga peminang sebelunya meninggalkannya 

atau mengizinkannya. (H. R. Bukhari)
18

 

 

Larangan di atas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI 

‚dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang 

dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus 

atau belum ada penolakan dari pihak perempuan‛
19

 

Meminang pertunangan orang lain yang dilarang itu 

bilamana perempuan itu telah menerima pertunangan pertama dan 

walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau 

pertunangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena 

peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, 

maka yang demikian tidak dilarang. 

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi’i tentang makna 

hadis  di atas sebagai berikut: ‚bilamana perempuan yang dipinang 

merasa rida dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh 

meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui rida dan 

senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.‛
20
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Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang 

dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) 

meminang di atas pertunangan orang saleh pula. Sedangkan 

apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua 

adalah baik, maka pertunangan semacam itu dibolehkan.
21

 

2) Perempuan yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami 

dan tidak dalam keadaan idah. 

Perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam masa idah 

boleh dipinang, baik dengan terang-terangan atau sindiran. 

Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik sindiran 

maupun terang-terangan. Jika sedang idah, ada beberapa 

kemungkinan: 

a) Tidak boleh dengan terang-terangan. 

b) Kalau idahnya raj’i  (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) 

tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran apalagi 

terang-terangan.
22

 

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 228: 

                       

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 

menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki is}la>h.23 
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c) Apabila idah karena mati atau talak ba’in, boleh dipinang 

dengan sindiran.
24

 

d) Perempuan yang dipinang haruslah perempuan yang boleh 

dinikahi, artinya perempuan yang bukan mahram dari pria 

yang akan meminangnya.  

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa 

perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a) Tidak dalam pertunangan orang lain. 

b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang 

melarang dilangsungkannya pernikahan. 

c) Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak raj’i. 

d) Apabila perempuan dalam masa idah karena talak ba’i <n, 

hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak terang-

terangan).
25

 

4. Pembatalan pertunangan 

Pertunangan merupakan pendahuluan pernikahan, tetapi bukan 

termasuk akad nikah. Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum 

dan para pihak bebas memutuskan hubungan ini.
26

 

Pertunangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak 

melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan 
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membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya 

telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, 

Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini 

dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-

sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang menjadi 

sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.
27

 

Dalam ajaran Islam ada beberapa alasan yang dapat dijadikan 

dasar pemutusan pertunangan tersebut. Misalnya dalam masa 

pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada 

pihak lain yang dirasakan menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat 

tercapai, maka membatalkan pertunangan dalam hal seperti ini tidaklah 

dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji, dan tidak pula termasuk 

kategori orang yang mempunyai sifat kemunafikan seperti di atas.
28

 

Masing-masing pihak mempunyai hak penuh untuk membatalkan 

pertunangannya, bahkan Islam pun tidak memberikan hukuman terhadap 

yang melakukannya. Namun, apabila membatalkan pertunangan tanpa 

adanya sebab yang dibenarkan oleh syar’i termasuk perbuatan yang 

tercela baik dimata manusia maupun Allah. Sebab, pertunangan adalah 

janji akan menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa 

sebab termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik
29

.  
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Jika pertunangan dibatalkan dan peminang telah memberikan 

telah memberikan seluruh atau sebagian dari maharnya, maka haruslah 

dikembalikan menurut kesepakatan ulama fikih. Namun apabila yang 

diberikan merupakan hadiah, maka boleh dikembalikan jika tidak ada 

penghalang yang mencegah pengembalian pemberian tersebut, seperti 

kerusakan atau hilang. Jika yang membatalkan peminang, maka yang 

dipinang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sesuatu yang telah 

diterimanya dari peminang. Dan jika yang membatalkan dari pihak yang 

dipinang, maka pihak peminang berhak mengambil kembali terhadap 

barang yang telah diberikannya jika masih ada, atau sebesar nilai dari 

barang tersebut.
30

 Namun hal ini tidaklah patut karena Rasul bersabda; 

 31ه  دَ لَ ى وَ ط  عْ ا ي   هَ ي ْ ف   دَ ال  وَ الْ  ل  ا ا  هَ ي ْ ف   ع  ج  رْ ي َ  ث    و  يْ ط  عْ أَ ى ط  عْ ي    لر ج  رَ ل  ل   يَ   لَ 

Tidak halal seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan 

sesuatu kemudian meminta kembali, kecuali orang tua terhadap 

barang yang diberikan kepada anaknya.‛ (H.R. an-Nasa’i) 

 

Jadi sebaiknya, barang-barang yang telah diberikan dalam masa 

pertunangan, tidak diambil kembali karena untuk menjaga perasaan 

orang lain dalam hal ini dari pihak perempuan. 

5. Hikmah pertunangan 

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki 

banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar 

pertistriwa sosial. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang 
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membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. 

Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau 

khitbah adalah
32

: 

a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang 

dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pertunangan, 

maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian 

masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara 

mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam 

koridor syar’i, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi 

dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. 

Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua 

belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat 

hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka 

lakukan. 

b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada 

awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan 

bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. 

Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal 

sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. 

Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan 

telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang 
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akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan 

berumah tangga.
33

 

  Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum 

memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon 

pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan 

perempuan yang masih lajang hidup ‚bebas‛, belum memiliki 

suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. 

Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak 

akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya 

untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju 

pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah 

dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang 

merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, 

namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada 

dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat. 

c.   Menumbuhkan ketentraman jiwa 

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban 

penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua 

belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim 

padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. 

Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab 
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sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa 

tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah 

bersedia menerima pertunangannya.
34

 

d.   Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan 

 Dengan adanya pertunangan, masing-amsing pihak 

akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai 

menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh 

karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan 

dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan 

nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun 

yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak 

lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa 

menjaga kesucian diri mereka, 

                               

           

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 

memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah 

lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang mereka perbuat.(An-nur 24:30) 
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Selain itu, pertunangan juga akan menjauhkan kedua 

belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.
35

 

e.   Melengkapi persiapan diri 

      Pertunangan juga mengandung hikmah bahwa kedua 

belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna 

menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan 

seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk 

menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang 

laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses 

pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum 

yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari 

terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah. 

B. Tinjauan Umum Zakat Fitrah 

1. Pengertian zakat fitrah 

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah 

(ziya>dah) jika diucapakan zaka al-z{ar’ yang artinya adalah tanaman itu 

tumbuh dan bertambah. Zakat juga berarti keberkahan (al-barkah), 

pertumbuhan dan perkembangan (al-nama>’), kesucian (al-t}aharah) seperti 

dalam Alquran surah al-Syams ayat 9 yang artinya sungguh beruntung 
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orang yang menyucikan jiwanya, dan kebaikan  (al-s}alah}u) seperti 

ungkapan orang arab   َي  ك  زَ  ل  ج  ر .
36

 

Dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah 

harta tertentu yang diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak.
37

 

Zakat adalah sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan 

vertikal antara manusia dengn Tuhan dan hubungan horizontal antara 

sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin dan 

saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak 

penerima (mustah}ik) maupun dari pihak pemberi (muzakki).38
 

Dalam istilah fikih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan 

kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu. Sedang menurut 

Munawir Syadzali yang mengutip dari pendapat Achmad Tirtosudiro, 

bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk 

kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.
39

 

Fitrah dalam istilah Arab berarti asal kejadian, kesucian, dan agama 

yang benar.Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata ibda>’ 

dan khalq.  Fitrah manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan 

oleh Allah dengan bebas dari noda dan dosa. Fitrah dengan arti kesucian 
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terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa semua bayi yang terlahir 

dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci.
40

 

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang 

diwajibkan pada bulan ramadan bagi setiap muslim, baik anak-anak 

maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang 

merdeka maupun hamba sahaya. 

2. Landasan hukum zakat fitrah 

Sebagai landasan hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah sabda 

rasulullah saw.: 

 نَ م   م  ائ  لص  ل   ة  رَ هْ ط   ر  طْ لف  اْ  اةَ كَ صلى الله عليو وسلم زَ  الله   ل  وْ س  رَ  ضَ رَ : ف َ الَ قَ  اسر ب  عَ  ن  ابْ  نْ عَ 
ا اىَ د  اَ  نْ مَ  , وَ و  لَ وْ ب   قْ مَ  ة  اَ زكَ  يَ ه  فَ  ة  لَ الص   لَ بْ ا ق َ اىَ د  اَ  نْ مَ , فَ يْ  اك  سَ مَ لْ ل   ة  مَ عْ ط   وَ  ثَ فَ الر  وَ  و  غْ الل  
 41.ات  قَ دَ الص   نَ م   ة  قَ دَ صَ  يَ ه  فَ  ة  لَ لص  ا دَ عْ ب َ 

Dari ibnu abbas berkata: ‚Rasulallah saw. mewajibkan zakat fitrah 

sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari perbutan sia-sia dan 

perkataan kotor serta untuk memberi makan kepada fakir miskin, 

maka barang siapa yag mengeluarkannya sebelum shalat, maka itu 

adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang 

mengeluarkannya sesudah shalat, maka itu adalah menjadi 

sedekah. 

نْ  نْ تََرْر اوَْ صَاع ا م  نْ رَمَضَان  صَاع ا م  انَ  رَس وْل  الله صلى الله عليو وسلم فَ رَضَ زكَاةََ الْف طْر  م 
يَْ شَع يْر عَلَى ك لِّ ح رر اوَْ عَبْدر ذكََرر اوَْ ا ن ْ   42)رواه الجمعة( ثَى م نَ الْ مسْل م 

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada 

bulan Ramadan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada 

setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun 

perempuan dari kaum muslimin. (HR. Jama’ah ahli hadis) 
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Jumhur ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat bahwa zakat 

fitrah hukumnya wajib, karena dalam hadis di atas menggunakan kata 

fardu. Di samping itu, perintah menunaikan zakat secara umum 

sebagaimana firman Allah dalam  Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 110: 

 43...اةَ كَ االز   واات  أَ وَ  ةَ لَ الص   وام  يْ ق  اَ وَ 

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat... 

Juga dalam surah an-Nur (24) ayat 56: 

 44ت  رْحََ وْنَ  لَعَل ك مْ  الر س وْلَ  وَاطَ ي ْع وا االز كَاةَ  ات واوَأَ  الص لةََ  واوَاقَ يْم  

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada 

Rasul supaya kamu diberi rahmat 

 

3. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah 

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang 

dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.: 

 نْ ا م  اع  صَ  وْ اَ  رر تََْ  نْ ا م  اع  صَ  ان  ضَ مَ رَ  نْ م   ر  طْ لف  اْ  ةَ اَ زكَ  ضَ رَ الله صلى الله عليو وسلم ف َ  ل  وْ س  رَ  ن  اَ 
 جَ وْ ر  خ   لَ بْ ى ق َ د  ؤَ ت    نْ ا اَ ب َ  ر  مَ اَ  وَ  يَْ م  ل  مسْ ل  اْ  نَ ى م  ثَ ن ْ ا   وْ اَ  رر كَ ذَ  در بْ عَ  وْ اَ  رر ح   لِّ ى ك  لَ عَ  يْر ع  شَ 
 45ة  لَ  الص  لَ إ   اس  الن  
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Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah 

pada bulan Ramadan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum 

kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki 

maupun perempuan dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan 

supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi shalat idul 

fitri. 

نْ  انَ  رَس وْل  الله صلى الله عليو وسلم فَ رَضَ زكَاةََ  نْ تََرْر اوَْ صَاع ا م  نْ رَمَضَان  صَاع ا م  الْف طْر  م 
 شَع يْر عَلَى ك لِّ ح رر اوَْ عَبْدر ذكََرر اوَْ ا نْ ثَى م نَ الْ مسْل م يَْ 

Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah 

satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang 

merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari 

kaum muslimin. (HR. Jama’ah ahli hadis)\ 

Semua hadis di atas mejelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah 

kewajiban yang bersifat umum bagi setiap pribadi dari orang Islam tanpa 

membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, laki-laki 

dengan perempuan, anak-anak dengan dewasa, dan antara orang kaya 

dengan orang miskin.
46

 

Rasulullah saw. telah memfardukan zakat fitrah untuk 

membersihkan orang yang berpuasa dari baik dari tindakan, perkataan, 

bahkan pikirian yang tidak berguna, yang adakalanya dilakukan ketika 

sedang berpuasa. Zakat fitrah menambal kekurangan yang terjadi selama 

berpuasa. 

Dalam hadis-hadis di atas menerangkan bahwa dari kata farad}a 

menunjukkan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Kewajiban ini 

ditujukan kepada seluruh orang muslim, laki-laki maupun perempuan, 
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anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah anak 

yatim diambil dari hartanya sendiri bila mempunyai harta; bila ia tidak 

mempunyai harta, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh penanggung 

jawabnya. Budak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi 

dibebankan kepada tuannya. 

  Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib 

dikeluarkan oleh suaminya karena diikutkan dengan kewajiban nafkah. 

Namun, Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib atas 

dirinya sendiri karena berpegang kepada makna lahiriah sabda Nabi saw. 

yang mengatakan ‚atau perempuan‛.
47

 

  Dan seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib 

menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadis 

 صَدَقَةَ الْف طْر  عَم نْ تََ وْن  وْنَ.ادَ وْا 

Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung. 

  Sanad hadis di atas daif, oleh karena itu terjadilah perbedaan 

pendapat. Anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada 

hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang lain wajib 

atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut 

dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya, begitu jumhur 

ulama. 
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Namun ada yang berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah sama 

sekali tidak menyentuh anak kecil, karena zakat fitrah merupakan penyuci 

bagi orang yang telah melaksanakan puasa yang masih melakukan 

keburukan-keburukan dan sebagai peberian makan kepada orang miskin. 

  Pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa hal-hal yang 

digunakan sebagai dalil pada pendapat di atas merupakan kondisi pada 

umumnya. Dan pada kondisi ini tidak bisa menggugurkan penjelasan 

tegas di dalam hadis Ibnu Umar yang mewajibkan fitrah atas anak kecil.
48

 

  Sedangkan menurut pendapat Dawud dan beberapa pengikut 

mazhab Asy-Syafi’iyah bahwa zakat fitrah hukumnya sunnah, mereka 

menakwilkan kata-kata ‚mewajibkan‛ untuk menentukan ukuran atau 

jumlahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa takwil mereka 

ini bertentangan dengan zahir teks.
49

 

4. Syarat-syarat zakat 

Apabila kita perhatikan hadis di atas, yaitu orang merdeka dan 

hamba sahaya, orang kaya dan orang miskin, maka zakat fitrah itu tidak 

terikat pada status nisab. Adapun dua hal saja yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 
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a. Islam. Tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci 

mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk di dalamnya. 

Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim 

(di bawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas 

namanya. 

b. Makanan pokok. Yang dijadikan objek untuk dizakati adalah makanan 

pokok sehari-harinya. Jika pada masa Rasulullah saw. berzakat fitrah 

berupa gandum dan kurma, Maka pada saat ini zakat fitrah berupa 

beras. 

Jadi, walaupun orang miskin dia wajib mengeluarkan zakat 

fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia 

pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah karena termasuk 

mustah}ik.
50

 

5. Hikmah zakat fitrah 

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah, sebagaimana yang telah 

disabdakan oleh Rasulullah saw.: 

 ط عْمَة   وَ  وَالر فَث   الل غْو   م نَ  ل لص ائ م   ط هْرةَ   الْف طْر   زكَاةََ  وسلم عليو الله صلى الله رَس وْل   فَ رَضَ 

 (داود ابو رواه) ل لْمَسَاك يْ  

Rasulullah SAW. mewajibkan ‚Dan dirikanlah shalat dan tunaikan 

zakat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang 

tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk membersihkan 

makanan bagi yang miskin.‛ (HR. Abu Daud) 
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Adapun hikmahnya adalah 

a. Untuk membersihkan pikiran, ucapan dan tingkah laku 

Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus di siang hari pada 

bulan ramadan saja, tetapi masih banyak hal yang harus diperhatikan 

selama itu. Pancaindra diupayakan supaya berpuasa juga, seperti mata, 

telingan, mulut, tangan dan lain-lain harus dijaga untuk selalu 

melakukan hal-yang positif. Bahkan, pikiran pun harus untuk berpuasa 

supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik yang menyalahi 

tuntunan agama Islam. Begitu juga dengan hati diperintahkan untuk 

berpuasa supaya tidak ada yang melintas dalam hati perasaan-perasaan 

yang tidak baik seperti menggunjing, memfitnah, bohong, dll. 

Zakat Fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang 

berlumur dan bergelimang dengan dosa-sosa. Dan hal-hal yang baik itu 

dilakukan terus meskipun bulan ramadan sudah selesai. 

b. Untuk membantu orang-orang yang kesulitan 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa status sosial orang dalam 

masyarakat tidak sama, ada yang hidupnya senang dan bahkan mewah. 

Ada orang yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-

hari dan bahkan adapula yang hidupnya serba kekurangan sampai 

menderita. 
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Zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan bagi orang 

yang miskin dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran. Mereka dapat 

bersuka ria.
51

 

c. Mewujudkan rasa persamaan 

Zakat fitrah memberikan pembelajaran bahwa antara orang kaya 

dengan orang miskin adalah sama di sisi Allah. Dan di antara orang 

yang terkemuka dengan rakyat jelata, karena mereka sama-sama 

membayar zakat fitrah dalam kadar yang sama.
52

 

 

C. Tinjauan Umum al-‘Urf 

1. Pengertian ‘urf 

Secara etimologi ‘Urf  (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya’rufu 

sering diartikan dengan al-ma’ruf yag berarti sesuatu yang dikenal. 

Pengertian ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.
53

 

Kata ‘urf  sering disamakan dengan kata adat, yang dalam berasal 

dari kata Arab دَة   عَا  ; akar katanya: ‘a>da, ya’u>du yang mengandung arti 

perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum 

dinamakan adat. Kata ‘urf  pengertiannya tidak dilihat dari segi 

perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi 
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bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang 

banyak.
54

 

Menurut Rahman Dahlan, secara terminologi (istilah) ‘urf  berarti 

sebagai berikut: 

 Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara 

mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan 

pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika 

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian 

lain.
55 

Kata ‘urf  berkaitan dengan kata al-a>dah (kebiasaan) yang 

pengertian secara terminologinya adalah 

 Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa darisegi dapat 

diterimanya oleh akal yang seha dan watak yang benar.
56

 

Kata al-a>dah disebut demikian karena dilakukan secara berulang-

ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarkat. Al-‘urf  terdiri dari dua 

bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam 

bentuk perbuatan.
57

 

Dalam kajian hukum Islam, ‘urf  merupakan satu sumber hukum 

yang diambil oleh mazhab H{anafi dan Ma>liki, yang berada di luar lingkup 

nas}. ‘Urf  adalah bentuk mu’a>malah (hubungan kepentingan) yang telah 

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.
58
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Menurut Mushthafa Zaid yang dikutip oleh Nasrun Rusli ‘urf  

adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah 

menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.
59

 

Jadi, ‘urf  adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh 

mayoritas orang di suatu tempat baik berupa perkataan ataupun 

perbuatan. 

2. Dasar-dasar kaidah ‘urf 

‘Urf  tergolong salah satu sumber hukum dari us}ul fiqh yang 

diambil dari intisari Alquran. Di antaranya ayat Alquran yang 

menguatkan kaidah ‘urf  adalah QS. Al-A’ra>f (7) ayat 199: 

 يَْ ل  اى  الجَْ  ن  عَ  ض  ر  عْ اَ وَ  ف  وْ ر  عْ مَ الْ ب   رْ م  أْ وَ  وَ فْ لعَ اْ  ذ  خ  
Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
60

 

Al-amru bi al-ma’ru >f  pada ayat di atas adalah menyuruh kepada 

yang ma’ru >f. Kata al-ma’ru >f  artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. 

Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan 

pertimbangan kabiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut 

kesepakatan mereka berguna bagi kmaslahatan mereka. Kata al-ma’ru >f  

ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, 

kata al-ma’ru >f  hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan 

                                                           
59

 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di 
Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), 34. 
60

 Abdul Hafid, Al-Quran dan Terjemahannya..., 140. 



45 
 

perjanjian umum sesama manusia, baik dalam hal mu’a>malah maupun 

adat istiadat.
61

 

Kaidah fikih yang berkaitan dengan ‘urf  adalah 

 الَْعَادَة  مُ َك مَة  

 Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.
62

 

 

3. Macam-macam ‘urf 

Para ulama us}ul fiqh membagi ‘urf  menjadi tiga macam: 

a. Berdasarkan objeknya, ‘urf  meliputi: 

1) Al-‘urf  al-lafz}i 

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal 

atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarkat, misalnya ‚daging‛ yang berarti daging sapi, meskipun 

sesungguhnya kata ‚daging‛ mencakup untuk semua daging yang 

ada seperti daging ayam, kambing, termasuk daging sapi. 

2) Al-‘urf  al-‘amali 

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan atau mu’a>malah keperdataan. Perbuatan biasa adalah 

perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak 

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai 
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seragam kerja di hari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian 

adat dalam acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan 

mu’a>malah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan 

akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan 

masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan 

membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang 

berlaku di pasar-pasar swalayan.
63

 

b. Berdasarkan jangkauannya, terdiri dari: 

1) Al-‘urf  al-‘am 

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi 

mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan 

menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa 

menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar 

air yang digunakan. 

2) Al-‘urf  al-kha>s} 

Adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada 

masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya di kalangan para 

pedagang apabila terdapat kecacatan tertentu pada barang yang 

dibeli, dapat dikembalikan dan untuk cacar lainnya dalam barang 

itu, tidak dapat dikembalikan.
64
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c. Berdasarkan keabsahannya, terdiri dari: 

1) Al-‘urf  al-s}ah}i>h> (‘urf  yang absah) 

Adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak 

menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak 

membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu 

penghargaan atas suatu prestasi. 

2) Al-‘urf  al-fasi>d (‘urf  yang rusak) 

Adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan 

dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, membatalkan yang 

wajib misalnya menyajikan minuman yang memabukkan (khamr) 

pada acara-acara tertentu.
65

 

4. Syarat-syarat ‘urf 

Para ulama us}ul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf  dapat 

dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila 

memenuhi syarat-syarat
66

 sebagai berikut: 

a. ‘Urf harus berlaku secara umum, artinya ‘urf  itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 

b. ‘Urf  harus termasuk ‘urf  yang s}ah}i>h, artinya tidak bertentangan 

dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas} bisa 

diterapkan, 
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c. ‘Urf  harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

didasarkan pada ‘urf , artinya kebiasaan itu memang benar-benar telah 

dilakukan. 

d. ‘Urf  harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua 

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 

dilakukan. Misalnya, dalam membeli lemari, disepakati oleh keduanya 

secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh pembeli ke 

rumahnya, meskipun ‘urf  menentukan bahwa lemari yang di beli akan 

diantarkan oleh pihak penjual. Tetapi karena dalam akad secara jelas 

mereka telah bersepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri 

barang tersebut ke rumahnya, maka‘urf  tidak berlaku.
67

 

5. Kedudukan ‘urf  

Pada dasarnya semua menyepakati kedudukan al-‘urf  al-sah}i>h}ah} 

sebagai salah sat dalil hujjah syara’, akan tetapi di antara mereka terdapat 

perbedaan pendapat dari segi penggunaanya sebagai dalil. 

Kalangan ulama yang mengakui ‘urf  dan dijadikan dasar hukum 

yaitu: 

 الَْعَادَة  مُ َك مَة  

 Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum. 

                                                           
67

 Ibid., 144-145. 



49 
 

  Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, banyak ketentuan fikih yang 

diambil dari adat istiadat. Pertama, adalah usia datang haid, usia baligh, 

usia bermimpi, penentuan jumlah dari haid, hari nifas, dan masa suci 

menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam 

menyambung shalat jamak dan khotbah dan khotbah jumat dan ijab kabul, 

salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. Kedua, 

dianggap adat kebiasaan apabila terus menerus, tetapi apabila terputus-

putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.
68

 

 Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama 

dikalangan ulama mazhab H{ana>fiyah dan Ma>likiyah. Ulama H{ana>fiyah 

menggunkan istihsan  dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu 

adalah istihsan al- ‘urf yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syari’ah 

yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
69

 Oleh ulama 

H{ana>fiyah, ‘urf didahulukan atas qiyas khafi yaitu qiyas yang ‘illah-nya 

tidak disebutkan dalam nas secara nyata, sehingga untuk menemukan 

‘illah hukumnya membutuhkan ijtihad.70 Ulama  H{ana>fiyah  juga 

mendahulukan ‘urf  atas nas}  yang umum. Ulama Ma>likiyah menjadikan 

‘urf  atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar 

dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Sedangkan 
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ulama Sya>fi’iyah menggunakan ‘urf  dalam hal-hal yang tidak 

menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam 

penggunaan bahasa.
71

  

 Contoh penggunaan ‘urf sebagai pedoman ialah tentang usia 

wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas, dan 

suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ujuran yang dipandang 

sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang 

membatalkan salat, tentang sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang 

batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan 

ketika berwudu, dan  ija>b qa>bul, tentang tenggang waktu dalam 

pengembalian barang yang telah di beli karena cacat, tentang bolehnya 

memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran 

berat, dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah 

saw . Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat 

yang berlaku pada suatu tempat.
72

 

 Adapun ‘urf yang rusak, maka tidak harus mmemeliharanya, 

karena memelihara itu bertentangan dengan syara’. Apabila manusia telah 

saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba  

dan akad gara>r, maka bagi ‘urf tidak mempunyai pengaruh dalam 

memperbolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini di tinjau 

dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat 

                                                           
71

  Amir Syarifuddin, Us}u>l Fiqh..., 399. 
72

  Rahman Dahlan, Us}u>l Fiqh..., 214. 



51 
 

atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti 

menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperboleh 

kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan 

meraka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan 

hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki 

tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan 

juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal 

berdasarkan ini ‘urf  tidak di akui.
73
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